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TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN AGAM

bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam dalam rangka
optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional
kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten
Agam dipandang perlu mengangkat Koordinator Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;

Bahwa dalam rangka memberikan supporting system Kesekretariatan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan
Koordinator Sekretariat Panita Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan se-Kabupaten Agam;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 dan Nomor 4018) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor
164);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

10.
1.

12.

13.

14.

15.

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat
dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan umum Provinsi,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten/Kota dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang
bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
L(;e1c)amatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

Peraturan Badan_Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentgng Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 lampiran
Kepgtusan ini sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam dan kepadanya

diiberikan honararium perbulan sesuai DIPA Bawaslu Provinsi
Sumatera Barat;

Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Koordinator
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatann se-

Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya
tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024:




KETIGA

KEEMPAT

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditimbulkannya keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat;

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Agam ini berlaku semenjak ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Barat;

2 Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Barat;

3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Agam,;
4. Camat se-Kabupaten Agam;

5 Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
se-Kabupaten Agam;

6. Pertinggal.

Ditetapkan dl : Lubuk Basung
pada tanggal @ 0\ November 2022
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